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ABSTRAK

Penguatan kesadaran demokrasi di kalangan peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto pada
era digital mencakup pada pemahaman atas hak dan kewajiban yang memainkan peran penting dalam
membentuk perilaku peserta didik yang lebih bertanggung jawab dan partisipatif. Melalui sosialisasi yang
melibatkan diskusi dan pembelajaran interaktif, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan memahami
implikasi hak serta kewajiban mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Hasil pengabdian
menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya demokrasi di era digital,
termasuk peran peserta didik dalam mengawasi demokrasi melalui penggunaan media sosial secara bijak dan
partisipasi aktif dalam proses pemilu. Pendidikan yang efektif dalam memahami hak dan kewajiban
demokratis di era digital dapat membentuk individu yang lebih mandiri, kritis dan bertanggung jawab.

Kata kunci : kesadaran demokrasi, era digital.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat
untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam kehidupan bernegara. Saat ini, kondisi demokrasi
Indonesia cenderung berada di papan tengah global. Lembaga internasional menilai Indonesia unggul pada
aspek elektoral melalui pelaksanaan pemilu demokratis rutin. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dinilai
cukup leluasa untuk menyampaikan pendapatnya di platform publik .

Pendidikan sejatinya bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki
karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Pendidikan harus diarahkan untuk
menghasilkan manusia yang berkualitas di samping membentuk karakter, budi pekerti dan moral yang baik .
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan tujuan
pendidikan nasional tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik diharapkan tidak hanya berilmu akan tetapi
juga dapat menjadi warga negara yang demokratis.

Pendidikan merupakan sarana transfer pengetahuan, sikap, dan nilai yang digunakan untuk
pengembangan diri dalam mencapai kepribadian yang matang sehingga dapat menerima perbedaan di
tengah kemajemukan. Dalam prosesnya melalui guru atau pendidik memunculkan motivasi kepada peserta
didik untuk terlibat dalam pembelajaran. Contoh dan keteladanan dari para guru atau pendidik inilah yang
menjadi kunci penting dalam penyampaian pesan atau nilai moral . Nilai (value) merupakan hal yang sangat
berharga untuk menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia . Sekolah yang baik tentunya di dalamnya
terdapat komunitas intelektual dan moral yang kuat. Terciptanya lingkungan sekolah melalui budaya
berpikirnya akan berpengaruh pada cara berpikir, merasa dan bertindak . Djahiri dalam tulisannya
menjelaskan, nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi penting untuk diajarkan.
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Dalam pendidikan terdapat upaya yang terorganisir, terencana dan berlangsung secara terus-menerus ke

arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya .

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penerapan llmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) merupakan salah satu program Pengabdian
Kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Kegiatan penerapan IPTEKS dilaksanakan dalam jaringan
kerja sama dengan mitra yang sinergis dan berorientasi pada upaya menuju kemandirian masyarakat pada
bulan Juli dan Agustus 2024. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan,
pendampingan dan pelayanan masyarakat lainnya. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, persiapan
dengan cara Tim berkoordinasi dengan mitra yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah
Purwokerto dengan permasalahan yang dialami oleh mitra berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta didik
terhadap kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan dengan metode
sosialisasi melalui tatap muka dan pemberian ruang interaksi kepada peserta didik untuk berdiskusi. Dalam
rangka penguatan hak dan kewajiban peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al Islamiyah Purwokerto terhadap
kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi.

Metode Sosialisasi Kesadaran Berdemokrasi di Era Digitalisasi

Pemahaman yang kuat akan hak dan kewajiban peserta didik dalam berdemokrasi akan memunculkan
perilaku yang lebih bertanggung jawab, partisipasi yang aktif, serta hubungan yang lebih harmonis. Peserta
didik yang memahami hak dan kewajiban berdemokrasi akan cenderung memiliki hubungan yang lebih baik
dengan guru, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Hal ini memperkuat komunikasi, kerjasama, dan
keterlibatan yang lebih positif di lingkungan pendidikan dan keluarga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran demokrasi peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dalam menghadapi society 5.0
dan arus informasi. Peningkatan kesadaran berdemokrasi melalui berpikir kritis memungkinkan peserta didik
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami hak serta kewajiban peserta didik secara lebih mendalam
guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Peran pelajar dalam mengawal demokrasi di
era digital antara lain: membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-
informasi yang baik. Dengan menggunakan berbagai aplikasi, pelajar bisa ikut memberikan pendidikan politik
atau civic education; aktif dan kritis dalam menggunakan media sosial. Misalnya pada saat mengetahui
adanya kabar bohong (hoaks), ada isu SARA, ujaran kebencian, pelajar bisa ikut aktif melaporkan; dan
mengawal proses pemilu. Misalnya, jika mengetahui adanya praktik politik uang maka pelajar bisa
melaporkan ke pengawas pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Peserta Didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Terhadap Kesadaran
Berdemokrasi Di Era Digitalisasi

Belajar merupakan sebuah proses untuk mengubah perilaku sebagai dampak yang didapatkan oleh panca
indra yang relatif permanen. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan situasi dan kondisi yang mendukung
dan kondusif . Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Demokrasi di satuan pendidikan merupakan sistem atau
prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa,
guru, dan staf sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Konsep ini
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didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan kebebasan berbicara, penghormatan terhadap

hak asasi manusia, keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda, dan keadilan dalam perlakuan.

Kesadaran demokrasi merupakan sebuah konsep yang melibatkan pemahaman, pengakuan dan
partisipasi aktif dalam proses demokratisasi . Demokrasi di sekolah bertujuan untuk memberikan
kesempatan yang setara bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi
kehidupan mereka di sekolah. Hal ini juga melibatkan pengakuan bahwa siswa memiliki hak dan suara dalam
masalah yang berkaitan dengan kurikulum, aturan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar.
Kesadaran peserta didik untuk mendapatkan hak berupa sesuatu yang akan diterima dan dimiliki oleh setiap
warga masyarakat, juga kesadaran akan kewajiban yang melibatkan ketaatan pada aturan yang berlaku
disertai tanggung jawab penuh . Ketika siswa memahami hak dan kewajiban, mereka dapat lebih aktif dalam
melibatkan dirinya dalam proses pendidikan serta menjaga lingkungan belajar yang positif .

Penerapan hak berpendapat di media sosial adalah keseimbangan antara kebebasan berekspresi,
tanggung jawab pribadi, dan kepatuhan terhadap hukum serta etika. Meskipun media sosial menawarkan
banyak peluang untuk kebebasan berpendapat, penting bagi pengguna untuk selalu mempertimbangkan
dampak hukum yang akan timbul . Walaupun kebebasan berpendapat adalah hak sebagaimana diakui dalam
UUD NRI Tahun 1945, namun penggunaan hak ini berkorelasi dengan hukum dan regulasi.

Kebebasan berpendapat di media sosial diatur oleh hukum yang berbeda beda di setiap negara. Misalnya,
di Indonesia, kebebasan berpendapat diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). Pelanggaran terhadap hukum ini, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah, dapat
dikenai sanksi hukum. Selain itu, kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan etika dan tanggung jawab.
Pengguna media sosial dilekatkan pertanggungjawaban atas apa yang mereka bagikan dan ini bersinggungan
dengan upaya menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak melakukan
serangan pribadi.

Kejahatan siber merupakan perbuatan yang buruk serta melanggar tata krama serta norma-norma yang
berlaku di masyarakat dan melanggar hukum, meskipun hingga saat ini sangat sulit untuk menemukan serta
menentukan norma hukum yang secara spesifik mengatur kejahatan siber tersebut. Berdasarkan kondisi itu,
maka menurut Mansur dan Gultom, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan
hukum terhadap kejahatan siber sehingga dapat ditemukan sifat yang dapat dikategorikan melanggar
kepatutan dalam masyarakat terkait dengan perbuatan yang termasuk kejahatan siber .

Penguatan yang perlu dikuatkan dalam memahami kesadaran peserta didik akan hak dan kewajiban
adalah melalui pemahaman konsep mandiri dan berpikir kritis . Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan
yang tidak ketergantungan mutlak pada otoritas, dalam hal ini pendidik atau guru. Melainkan keterlibatan
aktif individu peserta didik dalam membuat keputusan mengenai diri mereka sendiri sesuai dengan pikiran
dan keterampilannya masing-masing.

SIMPULAN

Peran peserta didik SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dalam mengawal demokrasi di era digital
antara lain membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-informasi yang
baik, aktif dan kritis dalam menggunakan media sosial, dan mengawal proses pemilu. Perkembangan media
sosial berdampak terhadap tatanan dari perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai
sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Atas dasar itu dibutuhkan etika komunikasi dalam media agar
interaksi tersebut terkendali. Jika terdapat pelanggaran, maka dikenakan sanksi hukum sebagai implikasi
hukum atas pelanggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan hukum. Program penyuluhan
terkait penguatan hak dan kewajiban peserta didik SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto terhadap
kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta
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didik akan pentingnya berdemokrasi di era digitalisasi. Melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif,
peserta didik lebih memahami pentingnya menerapkan demokrasi di era digital.
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